KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNJVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR . 12377 /UN4OHKR018

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESLA,

Menimbang . bahwa untuk mewujudkan ata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai ¢ lingkungan
Universitas Pendidikan Indonesia dipandang perlu menetapkan Peratran Rektor tentang Disiplin
Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia:

Mengingat : . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dun Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawar Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Tata Nilai, Budaya kerja, dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi. dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1454);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA  UPI2015 tentang  Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat
Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat
Nomor 03/PER/MWA UP1/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9.  Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencara
Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;

10.  Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

11.  Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

12.  Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor
7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas
Pendidikan Indonesia;

13.  Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN REKTOR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERS!TAS PENDIDIKAN
INDONESIA.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |
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Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
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Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan Pengelolaan UPL

Pegawai UPI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki.
jabatan pemerintah.

Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat PT adalah Pegawai Tetap UPJ yang berstatus bukan PNS

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap dengan masa kerja teitentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adaiab Rektor yang mengatur wewenan:
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai

Disiplin pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang tidak mentaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin.

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat,
ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, media sosial atau alat komunikasi lainnya.

Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk
gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu
yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada
Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai UPI yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai UPI yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum.

Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai UPI yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai Pegawai UPI yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman bagt pimpinan umnit kerja dan
Pegawai yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan disipiin Pegawai di lingkungan UPL
Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan terpeliharanya disiplin daiam pelaksanaan tugas
pokok, fungsi Pegawai.

BAB I
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3

Setiap Pegawai UPI wajib untuk:

a.
b.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI 1945, dan NKRI;
mentaati segala peraturan perundang-undangan;
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melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan pcnuh tanggung jawab;
mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga;
menjunjung tinggi kehormatan, dan martabat Pegawai UPL;
mentaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- menggunakan dan memelihara barang-barang/peralatan kerja dengan sebaik-baiknya;
mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
‘Tnengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi Pegawai UPL dan
mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

Bagian Xedua
Laraagan

Pasal 4

Setiap Pegawai UPI dilarang untuk:

a.

b.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan manggunakan kewenangan
orang lain;

tanpa izin pimpinan UPl menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi
internasional;

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang/peralatan kantor,

dokumen atau surat berharga, milik UPT;

melakukan kegiatan baik secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk keuntungan sendiri, golongan atau
orang lain secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerugian bagi UPI;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan
dengan dalih apapun untuk diangkat menjadi pegawai UPI atau diangkat dalam jabatan;

menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau
pekerjaannya;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

mempergunakan karya ilmiah jiplakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi,

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu
pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

_ memberikan dukungan kapada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara:

ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut UPL

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas UPI, dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

membernkan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :

1.- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye,

2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada pegawai UPI dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat, dan

3 memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daeral/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan.

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:

1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan

2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

N



BAB IV
PEMBERLAKUAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 5

Setiap Pegawai UPI yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi
hukuman disiplin pegawai.
Pasal 6

Hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) UPI merujuk kepada Peraiuran Pernerintah Norior 33 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pelaksanaannya. :

Pasal 7

Hukuman disiplin bagi PT dan PTT yang melakukan pelanggaran disiplin diberiken menurut tingkat-dan jenis hukuman
disiplin dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan;

b. Hukuman disiplin sedang; dan

c. Hukuman disiplin berat.

Pasal 9

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
a.  Hukuman disiplin ringan:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas.
b.  Hukuman disiplin sedang bagi pegawai tetap:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama | (satu) tahun;dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
¢.  Hukuman disiplin sedang bagi pegawai tidak tetap:
|. pengurangan pembayaran gaji sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
2. pengurangan pembayaran gaji sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
3. pengurangan pembayaran gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
d.  Hukuman disiplin berat bagi pegawai tetap:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
2. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai UPI atas permintaan sendiri;
3. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai UPI tidak atas permintaan sendiri; dan
4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai UPL
e.  Hukuman disiplin berat bagi pegawai tidak tetap:
1. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai UPI atas permintaan sendiri;
2. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai UPI tidak atas permintaan sendiri; dan
3. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai UPL.



Bagian Kedua
Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf |
Pelanggaran terhadap kewajiban

Pasal 10

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

a.

o

(h

)

Mentaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit Sub
Bagian/Bagian/unit yang setara:
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan penuh tanxgungjawab. apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara;
Mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ata:~ golongan, apabila pelanggaran
bedampak negatif pada unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara;
Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila- pelanggaran
berdampak negatif pada unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara; ;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga. apabila pelanggaran berdampak
pada unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara;
Ketentuan hari dan jam kerja, berupa :
I. Teguran lisan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
2. Teguran tertulis bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hart kerja sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Pernyataan tidak puas bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas)
sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
Menggunakan barang-barang/peralatan kerja dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara; dan
Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatit
pada unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara.
Pasal 11
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja:
b. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan penuh tanggung jawab, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
¢. Mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. apabila
pelanggaran bedampak negatif pada unit kerja:
d. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran
berdampak negatit pada unit kerja;
e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga, apabila pelanggaran berdampak
pada unit kerja; '
f Ketentuan hari dan jam kerja, berupa:
I, Penundaan kenaikan gaji berkala selama | (satu) tahun yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja.;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama | (satu) tahun yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21
(dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.;dan
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 26 (dua puluh enam) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja.
g Menggunakan barang-barang/peralatan kerja dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja; dan
h. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja.
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kewajiban:

a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja:

b. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan penuh tanggung jawab, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja:



¢. Mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan sendiri. seseorang. dan/atav golongan. apabila
pelanggaran bedampak negatif pada unit kerja;
d.  Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja:
e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat. dan bersemangat untuk kepentingan lembaga, apabila pelanggaran
berdampak pada unit kerja:
f. Ketentuan hari dan jam kerja, berupa :
|. Pengurangan pembayaran gaji sebesar 35% (tiga puluh lima persen) bagi pegawai selama | (satu) bular
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja:
2. Pengurangan pembayaran gaji sebesar 50% (lima puluh persen) bagi pegawai selama 3 (tiga) bulan yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu} sampai dengan 25 (dua puluh lima) haii
kerja: dan

s

Pemberhentian pembayaran gaji selama 2 (dua) bulan bagi pegawai varg tidak masuk kerja tanpa- alasar

yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai 3C (tiga puluh) hari kerja. ' o

g Menggunakan barang-barang/peralatan kerja dengan sebaik-baiknya, apabiia pelangaaran berdampak: negatif
pada unit kerja;

h.  Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja; dan

i.  Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya

/

mencapai 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pasal 12

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban -

a.

ge

Mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan,  apabila  pelanggaran berdampak  negatif  pada
pemerintah/negara/universitas:
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawal dengan penuh tanggungjawab, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah/negara/universitas;
Mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran
bedampak negatif pada pemerintah/negara/universitas;
Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah/negara/universitas;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga, apabila pelanggaran berdampak
pada pemerintah/negara/universitas;
Ketentuan hari dan jam kerja, berupa :

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
penundaan kenaikan pangkat selama | (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 23 (dua puluh lima) hari kerja; dan .
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan

yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Menggunakan barang-barang/peralatan kerja dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah/negara/universitas;
Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah/negara/universitas; dan
Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang 25 %

1

(dua puluh lima persen).

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a.

Mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan, apabila  pelanggaran  berdampak negatif  pada
pemerintah/negara/universitas;

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai dengan penuh tanggungjawab, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah/negara/universitas;

Mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentingan sendiri. seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran
bedampak negatif pada pemerintah/negara/universitas:



d. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah/negara/universitas;
e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan lembaga, apabila pelanggaran berdampak
pada pemerintah/negara/universitas:
f.  Ketentuan hari dan jam kerja. berupa : :
I.  Pemberhentian pembayaran gaji dan pemberhentian pembayaran uang makan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja:

2. Pemberhentian pembayaran gaji dan pemberhentian pembayaran uang miakan selama 3 (tiga) butan bagi pegawai
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dgr 40 (empat puluh) hari
kerja; dan

3. Pemberhentian dengan hormat bagi pegawai yang tidak masuXk kerja tanpa alasan vang sah selama 41 (empat

puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja.
Mengeunakan barang-barang’/peralatan kerja dengan sebaik-baiknya. apabila pelanzearan berdampak negatii pada
OO S S o & o DO S
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pemerintah/negara/universitas:

h. Mentaati peraturan kedinasan yang citetapkan oleh pejabat yang berwerang, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah/negara/universitas; dan

i.  Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang 25 %
(dua puluh lima persen).

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam hal pegawai tidak masuk kerja secara terus menerus meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak
hadir, pegawai tersebut dijatuhi hukuman disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah
hari ketidakhadiran secara kumulatif.

Pasal 16

Bagi pegawai yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari UPI dan tidak melaksanakan kewajibannya serta tidak
mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditentukan bukan karena pembawaannya dikenakan hukuman
administrasi berupa pengembalian sejumlah biaya yang telah dikeluarkan bagianya ditambah dengan jumlah 100% dan
hukuman disiplin ringan

Pasal 17

Pengembalian sejumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetorkan ke Kas Bendahara Penerimaan UPI dalam
waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah ditetapkannya penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang
berwenang.

Paragraf 2
Pelanggaran terhadap larangan

Pasal 18

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

a.  Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang/peralatan kantor.
dokumen atau surat berharga, milik Universitas, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit  Sub
Bagian/Bagian/unit yang setara;

b. Melakukan kegiatan baik secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk keuntungan sendiri atau golongan
yang mengakibatkan kerugian Universitas, berdampak negatif pada unit Sub Bagian/Bagian/unit yang setara:

¢. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ", ( tujuh setengah) jam
sama dengan | (satu) hari tidak masuk Kkerja;

d. Tidak berada ditempai tugas pada saat jam kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dihitung secara
kumulatif dan dikonversi 7 ' (tujuh setengah) sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

e. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu
pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani: dan

f.  Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit Sub Bagian/Bagian/unit
yang setara. '



Pasal 19

Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

a.

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan. menyewakan, atau meminjamkan barang-barang/peralatan kantor.
dokumen atau surat berharga, milik UPI, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Melakukan kegiatan baik secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuar untuk keuntungan sendiri atau golongan
yang mengakibatkan kerugian UPI. berdampak negatif pada unit kerja;

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu
pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dar

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 20

Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

d.

Meniadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain. dengan menggunakan kewenangan
| p g g E ge g
orang lain;
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang/peraiatan Kantor.
dokumen atau surat berharga, milik UPI, apabila pelanggaran berdampak negatif pada emerintah/negara/universitas;

g p pelangg p g p g
Melakukan kegiatan baik secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk keuntungan sendiri atau golongan
yang mengakibatkan kerugian UPI, berdampak negatif pada pemerintah/negara/universitas:
Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya:
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu
pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah/negara/universitas.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum antara lain:

a.

b
C.
d

Rektor;

Wakil Rektor, Direktur Direktorat, Kepala Biro/Perpustakaan, Ketua Lembaga;
Dekan, Direktur SPs, Direktur Kampus Daerah; dan

Pejabat Penilai/Atasan Langsung.

Pasal 22

(1) Rektor menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai untuk jenis hukuman disiplin berat.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pimpinan unit

kerja.

Pasal 23

Wakil Rektor, Dekan, Direktur Direktorat, Direktur SPs, Direktur Kampus Daerah, Kepala Biro/Perpustakaan, Ketua
Lembaga menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang.

Pasal 24

Pejabat Penilai/Atasan Langsung menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan.



M
2)
(&)
@

&)

(M

(€))

4)
)

BAB VI
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN
PENJATUHAN HUKUMAN.

Bagian Kesatu
Pemanggilan

Pasal 25

Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis denga2n surat panggilan untuk
diperikéa/dimintai penjelasannya oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa. ' P

Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh yang iercantun dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini. . e
Pemanggilan secara tertulis bagi pegawai yang diduga melakukan pelanggaren disiplin dilakuken paling lambat 7.
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Apabila pada surat pemanggilan pertama tidak hadir, maka dilakukan pemanggiian kedua paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan hadir pada pemanggilan pertama.

Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua pegawai yang bersangkutan tidak
hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 26

PPK atau Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan Atasan Langsung selaku pejabat penilai dan Atasan Pejabat
Penilai atau pejabat dibawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dengan ketentuan
pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang
lebih rendah dari pegawai yang diperiksa.

Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh yang
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, Atasan Langsung selaku pejabat penilai dan Atasan Pejabat Penilai atau Tim
Pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran
disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh
pegawai yang diperiksa dan pemeriksa.

Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam
Lampiran I1I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 27

Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegéwai
merupakan kewenangan :

a.

Atasan langsung selaku pejabat penilai yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman
disiplin;

Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan,
laporan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin, dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

(1) Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang atau berat, maka Rektor atau pejabat yang

ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur Sumber
Daya Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan



c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(3) Pengangkatan Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dergan Keputusan Rektor.

Pasal 29
Tim Pemeriksa bersifat ad hoc yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran
disiplin yang dilakukan seorang pegawai, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat sesuai comoh yang tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini. &

Pasal 30

Apabila dlperlukan untuk mendapat keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya lebih menjamin objektifitas dalam
pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari
~ orang lain.

Pasal 31

(1) Apabila hukuman disiplin kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, pegawai yang bersangkutan
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, dibuat sesuai
contoh yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(2) Agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan tetap berjalan, pimpinan unit kerja dapat menunjuk pegawai lain untuk
menjalankan tugas atau pekerjaan pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

(3) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Apabila atasan langsung dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada atau terjadi
kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari tugas dan jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
atau secara hierarki.

Pasal 32

(1) Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan pegawai yang
diperiksa.

(2) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara
pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan,
bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut jenis hukuman
sebagai berikut:
a. Teguran Lisan:
1. Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan, dibuat dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini..
2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
b. Teguran tertulis:
1. Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis, dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis :
1. Jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dibuat sesuai contoh yang tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
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2 Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, harus disebutkan

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
d. Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) tahun:

1. Jenis hukuman disiplin berupa Penundaan pembayaran gaji selama 1 (satu), dibuat sesuai contoh yang

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa Fenundaan pembayaran gaji selama 1 (satu) tahun,: harus

disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. -
e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun:

1. Jenis hukuman disiplin berupa Penundaan kenzikan pangkat selama 1 {satu) tahun, dibuat sesuai contoh

yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupaian bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,-harus

disebutkan pelanggaran disipiin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. t S
.f  Penurunan pangkat setingkat: ‘ Do
1. Jenis hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat, dibuat ceseal contoh vang tercantum-dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini. & '
2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa Perurunan pargkat setingkat, harus disebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. : &l
g.  Pengurangan pembayaran gaji:
1. Jenis hukuman disiplin berupa Pengurangan pembayaran gaji, dibuat sesuai contoh yang tercantum. dalam
Lampiran X1II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini
2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa Pengurangan pembayaran gaji, harus disebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
h  Penurunan jabatan setingkat lebih rendah:

1. Jenis hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dibuat sesuai contoh yang
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, harus disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

i Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai atas permintaan sendiri:

1. Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai atas permintaan sendiri,
dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini.

2. Dalam keputusan hukuman disiplin Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai atas permintaan
sendiri, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

j.  Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai tidak atas permintaan sendiri:

1. Jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai tidak atas permintaan
sendiri, dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Dalam keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai tidak atas permintaan
sendiri, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

k. Pemberhentian tidak dengan hormat:

1. Jenis hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat, dibuat sesuai contoh yang tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Dalam keputusan hukuman disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat, harus disebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 34

Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin wajib ditulis dalam kartu hukuman disiplin pegawai oleh pejabat yang
berwenang menghukum, dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 35
(1) Upaya administratif terdiri atas:
a. Keberatan; dan
b. Banding administratif.

(2) Terhadap penjatuhan hukuman disiplin ringan tidak dapat dilakukan upaya administratif

il
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Pasal 36

Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan dengan cara membuat surat keberatan
penjatuhan hukuman disiplin yang dibuat sendiri oleh pegawai yang dijatuhi hukuman dan disampaikan kepada
atasan langsung atau pejabat yang berwenang menghukum dengan melampirkan alasan dan bukti pendukung Iamnya

- serta ditembuskan kepada Wakil Rektor bidang terkait dan Biro Kepegaivaian,

2
(€))
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(1)

(2

Surat keberatan Penjatuhan hukuman disiplin wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang memberi hukuman
disiplin dengan menetapkan keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan dibuat sesuai contoh yang
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

‘Keputusan Hukuman Disiplin dianggap batal demi hukum apabila Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman

Disiplin tidak ditetapkan.lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja semenjak surat Keberatan penjatuhan hukuman
disiplin diterima.

Keputusan Hukuman Disiplin dianggap batal demi hukvm sebagaimana dimaksud paca ayat (3) dikeluarkan oleh
atasan langsung pejabat pemberi hukuman atan pejabat 1ain yang berwenary dengen nwmbuat Surat Pemberitahuan

- Keputusan Batal Demi Hukum dan dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 37

Setiap Pegawal yang mengajukan keberatan Penjatuhan hukuman disiplin dapat mengajukan Permohonan Izin Untuk
Dapat Masuk Kerja dengan cara membuat surat Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan dibuat sesuai
dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Rektor ini.

Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja pada masa pengajuan keberatan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang
berwenang yang memberi hukuman disiplin dengan menetapkan Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
bagi Pegawai yang mengajukan keberatan dan dibuat sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan-di Bandung

pada tag%g&l 2 UmDEC 2018;

,‘a Prof. Dr H. R\Asep kadarohman M.Si, /l,
NIP. 196305091987051002 -
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LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDGNESIA

yoMOH 23 1 2/undo/mk/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh
Surat Panggilan . RAFIASIA
- SURAT PANGGILAN VIVIII*)
NOMOR :

1. Bersama ini dlmmta dengan Hormc.t kehadiran Saudarz

Nama

NIPT/NIPTT

. Pangkat®) .

Jabatan

Unit Kerja

untuk menghadap kepada

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

pada

Hari

Tanggal

Jam

TemIPAt e

untuk diperiksa/dimintai keterangan**) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ................. . .**¥)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

Tembusan Yth

D ey

*) NIPT bagi PT dan NIPTT bagi PTT.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PT/PTT yang bersangkutan.

Rektor, -

Lot

g Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Sif .
NIP.196305091987031002



LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMCRZ 31 2 /UN40/HK/2018

TENTANG DISTPLIN PEGAW AT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Surat Perintah
Untuk Melakukan Pemeriksaan
RAHASIA
SURAT PERIMTAH UNTUK MELAKUXAN PEMEQIKSAAN
NCOMOR ... .. ....... R ——

1. Diperintahkan kepada :
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja s e eSS E
untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Nama
NIPT/NIPTT*)
Pangkat
Jabatan
pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat o e T R Rt
karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ... *xy
2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

PPEK/ RektOT. . i oon s s costoising s 6l e sae
NAMA i
NI
Tembusan Yth
LB e esi s e e R O SIS
B e e A B 8 D B .

*) NIPT bagi PT dan NIPTT bagi PTT.
*#) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

4~ Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Sif‘
NIP.196305091987031002 _/
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Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari int o :A.'vt'anggal

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. dst.

LAMPIRAN II

PERAT TOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMO /UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

cbulan .............tahun ... ... sava/ Tim Pemeriksa®) :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah®) ... ... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIPT/NIPT*¥)
Pangkat
Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... angka.....

Nomor .... Tahun 2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia *k¥%);

1. Pertanyaan :

1. Jawaban :

2. Pertanyaan :

2. Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama

NIP

Tanda tangan

*#) Coret yang tidak perlu.

Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa®) :
1. Nama :
NIP
Tanda Tangan
2. Nama
NIP
Tanda Tangan
3. Nama
NIP
Tanda Tangan

#¥) NIPT bagi PT dan NIPTT bagi PTT

Pro‘t\}‘ Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Siﬂ
NIP 196305091987031002
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LAMPIRAN IV :

PERA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOM&?_{ JUN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh
Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada

Ythe

Codi

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, tzhwa berdasarkan hasil peme:c @~ 2:ca hari .o tanggal ... bulan
........... tahun ... ... saya/ Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksan : t=riaien
Nama :
NIPT/NIPTT**)
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas
merupakan kewenangan ... %) Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara

Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin
kepada PNS yang bersangkutan.
Dernikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA i
IR e e i S ke 5 Sl
Tembusan Yth
2. Dan seterusnya;

*)  Coret yang tidak perlu.
%) NIPT bagi PT dan NIPTT bagi PTT.
#*#) silah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

(f Prof Dr. H. R.-Asep Kadarohman, M.Sii
NIP.196305051987031002
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LAMPIRAN V
PERAT ' ﬁ(TOR UNIVERSITAS PENDIDIXAN INDONESIA

NOMO# /UN40/HK/2018
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Contoh
Pembentukan Tim Pemeriksa
RASLIASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : ...
1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan olen Sdr ... ... NiPT/NIPTT .. ... ... pangkat
........................ jabatan ......................%) . maka periu silakulsn pemenksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedans at.y birar, mska perln membentuk: Tim
Pemeriksa yang terdiri dari :
a. -atasan-langsung - ‘. .

~Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
b. unsur pengawasan
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
c. unsur kepegawaian
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan e
d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama e e S e A S S S e e S S e S e S S
NIP
Pangkat
Jabatan R TR
3 Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

NAMA e
NIP
Tembusan Yth
Lt s 8 4555 2 £ £ 5+ s e ot e s o o st s e e e o a1t
2 RO

*) Coret yang tidak perlu

Prof. Dr H. E\UAsep Kadarohman, M.Si,4
NIP.196305091987031002 s
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LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NO}vI(l)&IZ § l gL/UN40/HK/201 3
G DISI

TENT IN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

s

Contoh
Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

RAHASIA
KEPUTUSAN L e )
N M O R e

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA E5AL

Y
‘

Membaca “ 1. Laporan dari. . tanggal...tentang pelangiian  disinlie sang ditiukan oleh  Sdi NIPI/NIPTT. ......0-v
Pangkat............;

Menimbang . bahwa wuntuk kslancaran pemeriksaan terhadap 3., Ans fugean pelanggeran  disipline terhadap
Pasal....angka. huruf .. yang ancaman hukumannya beru, @ = Kkuw oo Jisiplin tingkat berat, perlu menctapkan . -
keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabata:iya; :

Mengingat - 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggt:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggt;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018
tentang Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama :
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja .
terhitung mulai tanggal ................. sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan
diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... angka .. huruf ... Peraturan Rektor
Nomor... ... /UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia *).

KEDUA . Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada
Sdr ... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT © Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi ..
Padatanggal .
Atasan langsung
i5)
NAMA
NIP
Tembusan Yth

Ltisyarsnmmnnpamins san sy v 4
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\

£ rof: Dr. H R. Asep Kadarohman, M. Si,;‘
NIP.196305091987031002
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LAMPIRAN VII

PERATURAN REXTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMQRZ O 1 Z /UN40/HK/2018

TENTANG DISIPL™N PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

,

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

CEPUTUSAN oo oo %)
NOMOR . ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

3

Membaca . 1. Laporan dari . ... tagzal. ... ... . “atery pelanzgr vegisiplin yang diakuken oleh Sdi o+
SPTRTIETT. ... v reine e s PABENA s srirzsnsisrizaaenss : 2
2 :
3. Hasnl pemcnl\m:m tanogal s e
Menimbang a. . bahwa menorut hasil pemer: kscnn tﬂ"SCDut mlr slah motakukonyerbuaten berapa i 0 o
b bah“a pubuatan tersebut merup'xkzm mlm&van terhadap kefentuen Pasal . .angka ... huruf ...
Peraturan Rektor Nomor... ... /UN4OWHK/2018 tentang Disiplin P2gzwai Universitas Pendidikan Indonesia
%
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam  huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu  menetapkan Keputusan fentang  Penjatuhan  Hukuman
Disiplin Teguran Lisan;
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor
3379/UN40/HK/2018 tentang Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan
Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman dlSlplln berupa Teguran Lisan kepada :
NaMa
NIPT/NIPT T
Pangkat
Jabatan
Unit Kefja
karena yang bcrsangkutan pada tanggal ................... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Rektor Nomor.... /UN40/KP/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas
Pendidikan Indonesia ),
KEDUA - Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di
Padatanggal ... ez )
NAMA i
NIPT o
Tembusan Yth

2. Kepala Biro Kepegawaian Universitas Pendidikan Indonesia;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**)  Coret yang tidak Perlu

Prof. Dr H R. Asep Kadarohman, M.Si/
NIP. 196305091987031002 &
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LAMPIRAN VIII
PERAT REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2 3 1 7 /UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAFASIA
KEPUTUSAN oo )
NOMOR ..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Membaca : 1. Laporan dari ,.....,....A..tmlggal.“... Lmnv pelanzcaran .mplm vaug dilakukan oh.h Sdr
CNIPT/NIPTT............. . DPangkat ..
2. L
) £ Hasxlpemenl\samtmlggal —
Menimbang - a bahwa menurut hasil pemenksaan tersebut Sdr ................ telan melakukan perbuatan  berupa

b. bahwa perbuatan tersebut mcrupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ... Peraturan
Rektor Nomor... ... /UN40/KP/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidi‘\'an Indonesia **) ;

d.  bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin vang setlmpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;,

¢. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a,  huruf b,

huruf ¢, dan  huruf d perlu menetapkan Keputusan  tentang Penjatuhan ~ Hukuman

Disiplin Teguran Tertulis;

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor

3379/UN40/HK/2018 tentang Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan

Indonesia.

Mengingat

N0 B9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman dxsxplm berupa Teguran Tertulis kepada :
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
Unit Keja
karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....
angka....huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010/ Peraturan Rektor Nomor. .. ... /UN40/HK/2018
tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia *¥)..

KEDUA . Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA © Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi
Pada tanggal 533 58 Tatmmn amin smsrenn mamimmninos ang T)

NAMA
NIP

Tembusan Yth
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
*+) Coret yang tidak perlu.

- /\

AN
/\umoc NN
Rektor; /cy/‘gaNDID/l,?’qva

/ g © plv
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LAMPIRAN X
PERAT REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMORI Z 3 { Z/UN40/HK/2018

TENTANG DISTPLIN PEGAWAI UNTVE2SITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Sccara Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN ..o )
NOMOR ..o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M: ‘h L BS54,

Membaca -1, Laporan dari ............tanggal................ Lentap y p-.xxﬂ co dicipdin yeag difakukan oleh Sdr
L NIPT/NIPTT... ... PangRat
2. ;
3. Hasxl pemenkswr tangpal . : O
Menimbang a. bahwa menurut hasil meemsaan ;eroebut Sdr ................ w:deny melakvkan perbuatan beivpa
b bahwa perbuatan tersebut mempak-fm pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .. huruf ...
Peraturan Rektor Nomor....... /UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan
Indonesia **).;
d.  bahwa untuk menegakkan disiplin, periu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor
3379/UN40/HK/2018 tentang Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan
Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Menjatuhkan hukuman ChSlp]m berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama
NIPT/NIPTT o
Pangkat -
Jabatan
Unit Kerja e
karena yang bersanOkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal..... angka ..... huruf..... Peraturan Rektor Nomor.... .. /UN40/HK/2018 tenteng Disiplin
Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia **).
KEDUA Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi
Pada tanggal T
NAMA
NIP
Tembusan Yth

2. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Universitas Pendidikan Indonesia;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

vf Prof. D ! R. Asep Kadarohman M.Si ﬁ
0'919870301002

21



LAMPIRAN X

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2 3 1 72 /UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusa;l Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

RAHASIA
KEPUTUSANGC. e *)
NOMOR ::oios neicssiamipsviacie-

DENGAN RAHMAT TUE.AN YANG MAHA ES,

tenmr’, ve l'mgg_-xra:

Membaca 1 apg ul niy dilukukaa oleh Sdr.
' .. Pangkal . A., )
3. Hasil pemeriksaan vang dilakukan oleh... .. NIP.. ....Pangkat -
Menimbang a.  bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr .. . telah mel 1\ an perovatan berapa:: . oo ovicisnsganes 5
b. bahwa perbuatan tersebut mervpakan pela.ngg.'xran terhau.p ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Rektor
Nomor. .. ..../UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesis. :
d. bahwa untuk menegakkan disipiin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat i.  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang
Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Menjatuhkan hukuman dxsxphn berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
Unit Kenja
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....angka.....
huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010/ Peraturan Rektor Nomor......../UN40/KP/2018 tentang Disiplin Pegawai
Universitas Pendidikan Indonesia **).
KEDUA Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan**)/ Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada
hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***).
KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi ...
Padatanggal ..
o)
NAMA
NIP
Diterima tanggal _____
NAMA —
NIP
Tembusan Yth

2. Kepala Biro Kepegawaian UPT,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)

Tulislah nama jabatan dani pejabat yang berwenang menghukum.
*#) Coret yan tidak perlu.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.

KNOLOG
e’\‘?er\DID,/"f
v.

: B ;’flegdarohman, M.Si.
NIP 196 §h5 ;6’198703?0‘62 for

e o -
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LAMPIRAN XI
PERAT KTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Nomom 1 Z /UN40/HK /2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusaﬁ Hukuman Disiplin Penundaan Keraikan Pangkat

RAHASIA
KEPUTUSAN ..o R &)
NOMOR i civesssisesassesssasisss
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Gl L '
. *)
Membaca e Laporan dari; ... .tangga 1 O [ m.n? o lmr: serac displin veng  chilakukan  olek  Sdr
.. NIPT. '\T[PT l e angRat s, = :
PHi o O R S A R
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh... weo . INIP. . Pangkat... S
Menimbang a.  bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr ... ... temh ie llkumn wrl:L atan perupa .. R :
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasai ... angka .. huruf Peraturan Rektor
. Nomor... ... /UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia ”“*), :
d.  bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yoag setmpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;,
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang
Skistern Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman dmplm berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena vang bersangkutan pada tanggal ......ccccoveiiiienns telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka .....
huruf ..... Peraturan Rektor Nomor......./UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia
***t)
KEDUA - Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan**)/ Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari
kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini.***).
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada tanggal
%)
NAMA
NIP
Ditennma tanggal
NAMA
NIP
Tembusan Yth
e e e e
2. Kepala Biro Kepegawaian UPI,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
*#*)  Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
**##)  Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK. R
*###) Coret yang tidak Perlu. p ’;/,g\\\‘iOLOGI oq N \\
V /4 eEN Dipy
7 Q-\’ 5° /f 4y, \
Rektof, & ® b
SoLED :

i

WEMENT,
UNIVE,

sep‘Kadarohman, M. Sﬁ/
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LAMPIRAN XII
PERATUYRAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR. £ 3 1 Z/UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAV/AI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah

RAHASLA
KEPUTUSAN ..o *)
NOMOR ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.............................................. Ly
Membaca I zri 2 entang pelimggaran disiplin vang:e  dilakukan cleh - Sdr
' ; Pangkat . ... .oooeereeee. : :

2.

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleb <NIP., Papgkat... we

Menimbang a. - bahwa menurut has'l pemeriksaan tersebut, Sdr ............... ld 0 md LAt Perdiiatan b 'ru;m S S R T

b.  bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketonvan Pasal ... an j,‘m humf L Peratiuran -Rektor
‘Nomor...../UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas P,ndxdm‘ml :donesia ¥FFFy, :
l2i E e NN e onnie i s o i el s e i e A A S S N
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman dist plm yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d  perlu  menetapkan  Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenova:aan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Lndoneﬂa
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang
Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia..
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU © Menjatuhkan hukuman d.lSlphn berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada .
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal
...... huruf.... Peraturan Rektor Nomor ...../UN40/HK/2018.

KEDUA . Terhitung mulai tanggal 1 bulan...... tahun... ... Pangkat Sdr. ...... diturunkan dari pangkat.......... 2
Menjadi pangkat....... golongan ruang................ dan terhitung mulai tanggal 1 bulan

pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA . Terhitung mulai tanggal 1 bulan .........tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok
Sdr. diturunkan dar Rp. ... (s ..) menjadi Rp........... (... ....) dan
terhitung rnulai tanggat 1 bulan ......... tahun..............gaji pokokn)a dﬂ\embdhkan pada gaji pokok semula

KEEMPAT : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal dxtet'xpkan*’)l Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusm ini mulai berlaku pada
hari kelima belas terhitung mulai tang gal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***).

KELIMA * Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi
Padatanggal ... s

NAMA

NIP

Diterima tanggal

2 Kepala Biro Kepegawaian UPI,

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**)  Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan.

****) Coret yang tidak perlu

Rekt

g,
Ert

———
......._-._.-\

,.-
WEMEN
uNIv

\

f Prof. b H 1 Asep;f(adarohman M.Si.4 7/
NIP. 19 os@%awosmm

24



LAMPIRAN XIII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR, 2 3 1 7/UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pengurangan pembayaran gaji

Membaca .

Sisiplin yang dilakukan oleh . - Sdr -
2 .
: 3~ Hasil pemeriksaan yang dilakukan oh.h .NIP........PangkKat......... 'auggal...... :
Meéniinbang a.  bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, S e teleh meiakukan perbuatan berepa ... '
b. " bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf . .. Peraturan Relnor
Nomor...../UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendxdﬂ\ an lpdonesxa “‘*)

L

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelaniggaran disiplin yang

dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a, huruf b,
huruf dan huraf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pengurangan Pembayaran gaji;

Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang
Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Umversuas Pendidikan Indonesia..
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 2
KESATU : Menjatuhkan hukuman d:sxphn berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :
Nama
NIPT/NIPTT o
Pangkat
Jabatan . R
UnitKea
karena yang bersangkutan pada tanggal ..., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.... angka
...... huruf.....Peraturan Rektor Nomor .... /UN40/HK/2018.

KEDUA - Terhitung mulai tanggal 1 bulan......tahun......... Pangkat Sdr. ...... diturunkan dari pangkat.......... golongan ruang............
Menjadi pangkat....... golongan ruang................ dan terhitung mulai tanggal 1 bulan .. ... tahun ...

pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun ...............sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok
SAr. s e diturunkan dari Rp. ... (... eevenn) menjadi Rp ............. [ ....) dan
terhitung mulai tanggal 1 bulan ......... tahun. gaji pokokn a dxkembahkan pada gaji pokok semula

KEEMPAT : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan**Y Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada
hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***),

KELIMA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi
Padaitanggal = cueseccesssssssseena )

NAMA  ...ocoiiiiiiiiiiiniiinn

NIP ccssssosesneppeses s

Diterima tanggal

NAMA e

NIP' itiiciimcinmmmrssscennmnmmesnmnnennnens

Tembusan Yth

L

2. Kepala Biro Kepegawaian UPI,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum.
**)  Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan.

*#%*) Coret yang tidak perlu

N
h




LAMPIRAN XIV
PERAT KTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NO’VIOﬁA})\] JUN40/HK/2018
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusar’x Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

Diterima tanggal

NAMA

RAHASIA
KEPUTUSAN ..o *)
NOMOR ::soniovese s o siimsnionnens

DENGAN RAHMAT TULAN YANG MAHA ES:

)

2ra umlph yoag dilakuban oleh Sdr . L NIPTMNEPTT. -

1. Laporan dari ......... ‘ang&al
T Paugkat .o 3

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh. ... NTP... ... Fangkat.. ...t 135;: 1 &
bahwa men::rut hasil pemeriksaan terse but Sdr.. .. tzlah r\vhv
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelan, \;gl,rm uthadap Ketertuai ]
Nomor...... /UN40/KP/2018 teniang Disiplin Pegawai Universitas Fe:

or W

.angka ... huruf ... Peraturan Rekter
in Ln.,xoncsia TRy 2

[~ g]

bahwa untuk meneqakkan dmp]m, perlu me: njatu.han hu.l\uman dxsmhn yang :ﬂtunpa) dengan pelanggaran disiplin.
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakzud dalam huruf  a, huruf b,
huruf ¢, dan  huruf d  perlu  menetapkan  Keputusan  tentang  Penjatuhan  Hukuman
Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Leb:h Rendah;

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

Peramran Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018

tentang Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

3 Bdooes

w

MEMUTUSKAN:

Menjatuhkan hukuman dxsxplm berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan

Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....
angka..... huruf..... Peraturan Rektor Nomor......./UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan
Indonesia *#*).

Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan
keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

NAMA
NIP

NIP

Tembusan Yth

2. Kepala Biro Kepegawaian UPT,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Coret yang tidak perlu.

1 a n" v 3
f Prof. Dr. H. ‘&Asep Kadarohman M. Sl;’
NIP.19¢ %050%19&7031002 /
\Fexrot /

R
=




LAMPIRAN XV

PERAT REXTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMORL £ 9 4 £/UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusan Hukuman Disiptin Femberhentian Deegan Hormat Atas Permintaan Sendirt Sebagai PT/PTT
RAHASIA

KEPUTUSAN .
NCMCR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membacg - : 1. Laporandari ....... .tznggal ... tenteng  pelinggaran disiplin yang dﬂ.!u«n cleh Sdr ... NIPT/NiPTT.:....... Pangkat -

Hasil pemeriksaan yeng dilakukan oL,h ‘‘‘‘‘‘ NP Fangkat........ tangsul ...

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sar... .. telah 'mlakukan pcr‘s'm,—  bent Pa ... .
. " bahwa perbuatan tersebit merupakan pelanggasen terhadsp ketentuen Pasad ... anuka .. .mmf ;
L Tahtin"20]0/ Peraiuran Rektor Nomor.. ... FUNCCKP2018 tentzng Disipin ?‘uga\\ ai Universitas 3

Menimbang

T W

... Peraturuin Pemserinteh Nomer 53
endidikan Indonésia-***};

bahwa untuk menegekkan disiplin, perlu menjatubkan hukuman disiplin yang “u.m: sal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukanaya,
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagatmara dimaksud dalam furuf ~a, .. huraf b:
huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputasan tentang Penjatuhan . Hukuman
Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai PT/?TT;
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi:
Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

Pexaturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang Skistem
Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendxdxkan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

@ o

Mengingat

W N =

Menetapkan :

KESATU © Menjatuhkan hukuman dlsxphn berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada :
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
UnitKega . B .
karena yang bersangkutan pada tanggal .. ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka....hurnf. .

Peraturan Rektor Nomor 2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia ***).

KEDUA - Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Dikturn KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA :  Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

2 Kepala Biro Kepegawaxan UPI
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.
***) Coret yang tidak perlu.

,’/;',;I’
2 ,E\moLoc: \ N

7 £ ENDID/ o
Rekt//é’?@ 3 - kdr\\

1 ‘}‘{& & pp~K“adarohman, M. Sl/
NIP. 19&30509&703;1@02 e
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27



LAMPIRAN XVI
PERAT REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMO m&% 1 7 /UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERS!TAS PENDIDIF AN INDONESIA

Contoh Keputusan. Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidek Atas Permintaan Sendiri Sebagai PT/PTT .

RAHASIA
KEPUTUSAN ...cciccumsmimpsamssinmssspiassvivasiss )
NOMOR . .. ..o,
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEA ESA
............................................... )
* Membaca "~ 1. Laporandan ..... .tauggal .....tentang pelongzaran disipiin vang dilzkutiv. oleh Sdv oL NIPT/NI2IT.. ... Pangkat

2
3. Hasil pemeriksaan yang dilakuian o]ch ...... NIP. . Fangket..........mng tacil
Menimbang a.  bahwa menurt hasil pemeriksaan tersebut, Sdr...... telah mdaku:(an pert mrov TLES
L 12 b. . bahwa perbuatan terscbut merupakan pelanggaran tethadup ketentuon Pasal Peratwzan Peraenatah Neror 53
- Tahun 2010/ Peraturan Rektor Nomor.... .. IUN 10/KP/2018 tentang Dis iikan Indonesia ***);
' d. © bahwauntuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang xt. rpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukaniya;
g e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud dalam, hzaf a huruf b,
huruf c; dan huruf d perlu menetzpkan Keputusan iendang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PT/PTT;
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesm,
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang Skistem
Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU . Menjatuhkan hukuman dxsxphn berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagat PNS kepada -
Nama
NIPT/NIPTT
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tangsal) e telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka.....huruf. ...
Peraturan Rektor Nomor. .. ..., JUN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan indonesia ***).
KEDUA © Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Dikturn KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
KETIGA ©  Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
KEEMPAT © Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi
Padatanggal ... 2
NAMA . oo minnnas
NIP
Diterima tanggal =)
NAMA = cooeecsesvnmnssmananms
NIP e
Tembusan Yth
T

2. Kepala Biro Kepegawalan UPI
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

***) Coret yang tidak perlu.
—— ~
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LAMPIRAN XXII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

\IOMOR“% ?13 {'p UN40/HK/2018
wro» v TENT SIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIXAN INDONESIA

Contoh Keputusail Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PT/2TT

RAHASIA
KEPUTUSAN s.cocccvsissansmnmi e )
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
: = »
)
Membaca 1. Laporan darn... .. taepgal... Lcntang pe.ar*ggara.n dxs;phn ya g de kekan cich B0 - NIPT/NIPTT...... ... Pangkat
. e, 3..  Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh..... .. NIP... ... PangKat.............. tanggal ... g
Menimbang a.  bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan benpo.. .. g .
b.  bahwa perbuatan terscbut merupakan pelanggaran terhadap ketenruan Pasal ... enpka .2 huruf ... Peraturan Pemerintah
» .« Nomor 53 Tahun 2010,
G
d. bahwa untuk mmegMan dmplm per]u mcn;atuhkdn hul\uman dmplm )and setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud cajam huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Pematuhan Hukuman
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PT/PTT,
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3379/UN40/HK/2018 tentang
Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Menjatuhkan hukuman dlslplm berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PT/PTT kepada :
Nama
NIPT/NIPTT o
Pangkat o
Jabatan
UnitKena
karena yang bersangkutan pada tanggal ..o telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....angka.....
huruf ..... Peraturan Rektor Nomor... ... /UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia ***).
KEDUA Apabila tidak ada banding adminishatif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi .
Pada tanggal B )
NAMA
NIP
Diterima tanggal ____ )
NAMA
NIP
Tembusan Yth

2. Kepala Biro Kepegawaian UPI;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**)  Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.
*#¥) Coret yang tidak perlu.

== ~
7 ¢XNOLOG \»\;
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Rektor, ”‘/ fé‘?wNDiD'
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LAMPIRAN XVIII

PERA :
N()L\/I(—)rm i

Contoh Kartu Hukuman Disiplin +

RAHASIA

TOR UNIVERSITAS PENDIDIKAM INDONESIA

/UN40/HK/2018
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIK AN INDONESIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PT/PTT

NAMA
NIP
JENIS HUKUMAN DISIPLIN XEPUTUSAN ey s e e |
NO. YANG DIJATUHKAN PEJABAT NOMOR | ‘TANGGAL | —CIERANGAN |
1 ' ' g = 3 4 ! 5 6
= TR
e WlOLOc,D\ 3
/7 < oeNDID 4450\}
Rekgpfﬁ;/g;;“;.ff47\ P e .@ N\
\| E3F,
22!
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LAMPIRAN XIX
* PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN [INDONESIA

VOM(}& (,2 3 1 2/UN40/HK/2018
- TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

s

Contoh Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA
KEPUTUSAN ...c.ciinmmmcimmcenaiormmiminesanans )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
N

Membaca 1. Surat keberatan yang diajukan oleh S:’J NIP ...... pmgl\ At g.b.‘-.iﬂ?...... tanogel nod
2. Surat tanggapan Sdr......... NIPT/NIPTT......... pangkai... .. .. jabatza... ... Tanggal ......... scbaga
. , . Pejabat yang berwenang menghukum; o :
Menimbarg a. bahwa .. ' bordasarkan koputusan... . Nomor......ony gonl. . o S o NIP
' Pangkat..... .. jabatan............ telah dijatuhi hukuman dlSlpll 1 bﬁr {)r7; SUNTT R :
b." bahwa setclah ‘memperhatikan dan mempelajari dengan seksama et xerata.: yang drgak.m oleh
Sdr....... NIPT/NIPTT....... Pangkat.. ..... jabatan......... Tanggal ................. dan tanggapan dari
.Tanggal .................... , dapat diambil kesinipulan baliwa perjatuhan hukuman disiplin
l\epada Sdr ..sudah sesuai/ tidak sesuai **) dengan perbuatan yanz beisangkutan dan peraturan
perundang- undangan’
O o o e e e e e e T Ly e
d. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan memperkuat/ memperingan/ memperberat/ membatalkan**) hukuman disiplin Sdr.
Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor
3379/UN40/HK/2018 tentang Skistem Pengelolaan Pegawai Di Lingkungan Universitas Pendidikan
Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Memperkuat/  memperingan/ memperberat/  membatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada
Sdr.......... NIPT/NIPTT.......... jabatan......... unit kerja ............... berupa ...... sesuai dengan Keputusan
Nomor...... tanggal......... ,menjadi hukuman disiplin ... ... *¥¥),
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi
Pada tanggal SRR
NAMA
NIP
Tembusan Yth

2. Kepala Biro Kepegawaian UPI,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan.
**) Coret yang tidak perlu.
*#*¥) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

Prof’ \Dr H\R vAsep Kadarohman, M.Sig
NIP. 196305091087031(‘02 e
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LAMPIRAN XX
PERAT REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
'NOMOR £ 9 4 £/UN40/HK/2018

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

.................................................

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Deni Fuium
Kepada
1 AT
o di
1. Dengan im diberitahukan bahwa surat keberatan atas Xeputusan Nomee ... ... . . tentang hukuman -
- disiplin berupa . ... ... yang Saudara ajukan pada tanggzi ................... dan diterima oleh
atasan pejabat yang berwenano menghukum pada tanggal ........... . .. ... ibldh lebin 21 (dua puluh satu)
hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak meng rambll keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal .... ayat (...) Peraturan Rektor Nomor ... /UN40/HK/2018, maka Keputusan Nomor
...................... s tentang hukuman disiplin berupa .................... ... batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth

1. PPK/ Pejabat Yang Berwenang;

2. Atasan Langsung/Pejabat Penilai yang berwenang menghukum,;

3. Atasan pejabat Penilai;

4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

)ﬁw .
fProf Dr H R Asep Kadarohman, M. Sllé
NIP. 196:103091 98703 1002



LAMPIRAN XXI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDILAN INDONESIA

NOMOR ég ZL/U\I40/HK/2018
TENTAN Ié‘rp IN PEGAWAI UNIVERSITAS PEMDIDIKAN INDONESIA

Contoh Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama dxlsia Proses Keberatan

.............................................

Kepada
Ytho
di
1. Bahwa atas Keputusan ... .............. ... Nomor ...... Bt e SO .

penjatuhan hukuman disiplin  berupa pemberhentian dengan nogwer G
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PT/PTT*), saya telah mo-agajuisn banding administratif kepada
Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... ................ ... i':“ opi torl: unpir)

2. . Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Fepegawaien, dengen inl saya. mengajukan
permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di Tingkungan ................... :

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan teriina kasih.

Pemohon,

Tembusan Yth

1. Direktur Direktorat Kenangan UPL............................... ;
2. Kepala Biro Kepegawaian UPI. ... . T ;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

,:f Prof Dr H R Asep Kadarohman M.Si /(
NIP. 19630509198703 1002 -
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© LAMPIRAN XXII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

* NOMOH,. £ 3 ] 2/UN40/HK/2018
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Keputusan Dapat/Tndak Dapat Melaksanakan Tugas Selama Masa Keberatan hukuman.

KEPUTUSAN ... e, )
NOMOR :.iovuns sumpssuseaswasisns sss

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
i

Membaca oL hrat permohonan untuk  dapat tetap melaksanakan  fuges  yang  diajukan  oleh  Sdr.
' e NIP .....pangkat . . ... jabatan... .. .. .. tanzeal. ...
“ Menimbang = " . a bahwa berdasarkan keputusan .. .. Nemor... ... tanggal. .. . Sdr..... . NIP.
pangkat...... .. “ijabatan............ telah dijatuhi hukuman disiplin berapa ... ...........; .
b. . - bahwa atas l-.eputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; Sdr. ........ ............ telah mengajukan

- banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
d  bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan keputusan tentang Dapat/ Tidak Dapat**) Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding

Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun
1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

B o

Peraturan Kepala Badan . Kepegav»alanNegaraNomor 21Tahun 2616 ‘tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Rektor Nomor. .. ... /UN40/KP/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU © Kepada Sdr. ..................... NIPT/NIPTT. ..................... dapat/ tidak dapat**) melaksanakan tugas selama
mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
KEDUA :  Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;,
KEEMPAT - Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi .
Padatanggal .................................%)
NAMA i
NIP
Tembusan Yth
1.
2. Deputl Bxdang Informa51 Kepegawaxan Badan chegawalan Negara di Jakarta,
3. Kepala Biro/ Bagian Keuangan ...................ccooooooeoevoocicie ;
4. Kepala Biro/ Badan Kepegawaian ....................................; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
**) Coret yang tidak perlu.

fProf Di. H.R. Asep Kadarohman, M. Slﬁ
NIP. 196305091987031002 ~
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